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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda
merupakan kecelakan lalu lintas yang teradi disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan. Faktor penyebab
kecelakaan lalu lintas berasal dari pengemudi yang mengantuk kurang berhati-hati. Kelalaian pengemudi yang
mengakibatkan matinya oaring pada kecelakaan lalu lintas yang di atur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Tahun 2009. Maka dari itu, memakai metode Yuridis Normatiif sebagai bentuk implementasinya,
Adapun rumusan masalah yang di kaji adalah mneganalisis yuridis putusan pengadilan nomor
251/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang, akhirnya secara hukum
mengakibatkan terdakwa dijatuhkan hukuman 1 Tahun penjara.
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Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki status kecelakaan lalu lintas yang menjadi penyebab
kematian terbesar didunia. Berdasarkan laporan Wolrd Health Organization (WHO), bahwa
tercatat dari data 50.000 warga Indonesia yang mengalami kecelakaan, jumlah korban yang
meninggal dunia sebanyak 22.000 jiwa. Peyebab utama sebuah kecelakaan lalu lintas adalah
dipengaruhi oleh faktor kelalaian manusia seperti, tidak berhati-hati saat berkendaraan di
tempat umum atau tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada (Copp, 2023). Karena
peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak bisa di prediksi, dimana dan kapan akan terjadi.
Adapun kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 UU No.22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan merupakan jenis kejadian yang terjadi dijalan secara tak
diduga terduga serta tidak mengalami kesengajaan menciptakan yang berkendara maupun
pejalan kaki bisa menjadi penyebab korban kecelakaan pada orang dan menerima rugi
dalam harta pribadi maupun benda penting (Liu, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah d atur dan dijelaskan :”Bahwa
lalu lintas dan angkutan jalan dari bagian transportasi umum bagi warga Indonesia yang
saat di butuhkan setiap hari dan harus mentaati peraturan seperti keamaan, keselamatan,
ketertiban, kelancaran lalu litas dan angkutan jalan memudahkan pembangunan ekonomi
untuk masyarakat yang tidak bisa memakai transportasi” (Zhou, 2020). Menurut data
Wolrd Health Organization (WHO) tercatat di seluruh dunia sebanyak 1.35 juta oaring
tewas akibat kecelakaan lau lintas. Pada tahun 2020 WHO menjelaskan, dalam rentan waktu
tiga tahun terakhir jumlah korban tewas di jalan raya bertambah sebanyak 100.000 orang.
Sehingga, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor utama atas kematan manusia
di dunia.

Di Negara Indonesia sudah terdapat paying hukum sendiri mengenai kecelakaan lalu
lintas, yaitu sudah diatur pada pasal 359 KUHP menjelaskan “Barangsiapa karena
kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati. Bisa mendapatkan ancaman pidana
penjara selama 1 Tahun (Vera, 2022). Kebijakan sanksi ini dibuat agar pengemudi lebih hati-
hati dalam kendaraan. Sehingga dapat meminmalisir adanya korban luka maupum
meninggal dunia. Faktor lain kecelakaan lalu lintas juga dapat berasal dari fasilitas jalan
raya yang kurang memadai. Untuk itu dari segi sanksi juga dapat diberikan kepada pihak
pemerintas atas kurangnya mengelolah fasilitas jalan yang mengakibatkan kecelakaan.
Sehingga dapat di proses secara hukum, jika diketahui melakukan tindakan secara
langsung tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkatan Jalan.

Transportasi yang di pengemudi manusia setiap hari untuk mengangkat barang-
barang kesuatu tempat yang lainnya untuk menggunakan saraa yang digerakan oleh
manusia atau mesin. Transportasi agar mempermudahkan masyarakat untuk kehidupan
sehari-hari. Oleh karena itu adapun pran transportasi sebagai filantropi, ekonomi,
sosial,budaya, kehidupan politik dan pertahanan keamanan (Fritz, 2020; Li, 2020; Ren,
2018). Banyak kasus kecelakaan lalu lintas disdariebabkan dari kerusakaan jalan yang tidak
diperbarui oleh pemerintas, misalnya, kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa
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(Mohammed, 2019) akibat jalan rusak dan berlubang yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo,
membuat warga mengancam akan menggugat Pemerintas Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo
apabila jalan rusak tidak segera dibenai.

Dari faktor-faktor tersebut beberapa kasus kecelakaan lalu lintas dikategorikan
sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang dan termasuk sebagai
suatu tindak pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Transportasi yang
dikemudikan manusia setiap hari untuk mengangkat barang-barang kesuatu tempat yang
digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi mempermudah masyarakat dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu adapun peran transortasi sebagai
filantropi, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan politik, dan pertaanan keamanan.
Kecelakaan bisa juga menjadi faktor dalam pengemudi yang kurang siaga karena perlu
adanya antisipasi pencegahan kecelakaan lalu lintas yang meliputi data kecelakaan yang
terjadi saat ini. Salah satunya adalah kejadian yang hampir saja terjadi keluputan dari
pengamatan dan dianggap sebuah kejadian normal. Kecepatan yang melebihi rata-rata
dianggap tidak normal dalam berkendara dijalan raya, namun berebahaya bagi orang yang
mengemudikan (Hamed, 2020; Ma, 2021).

Menurut Nur Hidayat (2017), menjelaskan trhadap kelalaian yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia. Bertujuan untuk memahami pengetahuan hukum pidana oleh
hakim dalam putusan menyimpilkan bahwa hakim tersebut telah menjatuhkan sanksi
pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain (Casado-Sanz, 2020; Suzuki,
2018). Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian seseorang
dari prespektif ketentuan hukum pidana kasus kecelakaan lalu lintas di Negara Indonesia.
Jika dilihat melalui sanksi pidana putusan hakim, dalam hal kedudukan hakim, studi
putusan tersebut memiliki pertimbangan dalam mengenai kasus kecelakaan yang berakibat
hilangnya nyawa seseorang yang di buktikan pada pokok pidana dalam Kitab Undang-
Undang. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban tersangka
atau terdakwa untuk melakukan tanggungjawab pada hal yang terjadi. Tanggungjawab
pidana juga dapat digambarkan sebagai kelalaian terhadap seseorang yang dibebaskan
atau dihukum (Alada, 2022; Chebotareva, 2018; Vera, 2022). Kemampuan tersebut
memperlihatkan kesalahan pada para pihak yang di duga tidak disengaja atau kealpaan.

Dalam pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh memiliki arti objektif yang di
maksud pidana itu sendiri dan subjektif yang mempunyai contoh untuk dapat melakukan
perbuatan pidana. Adapun objektif adalah perbuatan orang yang melakukan perbuatan
terlarang.!* Sedangkan unsur dari kesalahan merupakan unsur dari pertanggung jawaban
pidana apakah itu melawan hukum atau dilarang oleh hukum, dan seseorang saat
melakukan perbuatan pidana tersebut melakukan kesalahan (Abraham, 2019; Hammad,
2019; Jabbari, 2021; Yao, 2023). Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak
di harapkan dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang menimbulkan adanya korban
muapun kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah
pengendara yang ugal-ugakan. Dan, pengendara mobil yang menyebabkan pentingnya
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sabuk pegaman hal ini dinyatakan dalam pasal 24 UU No 22 Tahun 2009. Adapun dalam
putusan 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdapat sebuah kejanggalan terkait yuridis penjatuhan
hukuman yang dilalukan oleh hakim yaitu pasal 310 Aayat (1) dengan penjatuhan pidana
selama 1 tahun, seharusnya hakim melihat pasal 310 Ayat 1, karena menyebabkan korban
luka berat dan rusakan barang dengan hukuman 6 bulan penjara. sehingga membuat
peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kasus putusan pegadilan, maka
penelitian tersebut berjudul “ Analisis Yuridis Pengadilan Putusan Nomor
251/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Di Pengadilan Sidoarjo.

Metode

Penelitian yang di gunakan saat ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
Metode penelitian ini berbasis pada sumber bahan dan kaidah hukum yang sudah ada.
Penelitian ini disebut sebagai doctrinal. Pendekatan masalah dalam penelitian ini
menggunbakan pendekatan kasus. Berikut merupakan bahan hukum yang digunakan
penulis untuk mengumpulkan data pada peneliti ini diantaranya ada bahan hukum primer,
antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Putusan Pengadilan Negri Sidoarjo Nomor: 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, artikel ilmiah serta
beberapa jurnal yang relavan dengan adanya isu hukum. Dalam penelitian ini, analisa yang
digunakan penulis yaitu metode deduktif dimana analisa tersebut dilakukan dengan cara
menyimpulkan pengetahuan mengenai suatu ajaran yang benar.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan ~ putusan  hakim  dalam  prespektif =~ putusan = nomor
251/Pid.Sus/2015/PN.Sda. Seseorang dapat dikenakan perbuatan pidana apabila telah
memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu, mampu bertanggungjawab, adanya
kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Sehingga, jika disasarkan pada pendapat hakim,
terdapat analisis yang sama.

Analisis pertimbangan hakim juga menyatakan tidak ada alasan pembenar dan
pemaaf atas perbuatan terrdakwa hingga menghilagkan nyawa korban dalam kelalaian lalu
lintas hingga meyebabkan kecelakaan . penelitian sependapat dengan pertnyataan
keputusan hakim tersebut, karena terdakwa telah terbukti bersalah sedang dimuka
persidangan yang tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus
pertanggungjawaban pidana diri terdakwa maka atas kesalahannya itu terdakwa harus di
pidana. Terdakwa juga memeberikan bantuan dan ada perdamaian diantara mereka. Seta
memberi hukuman pidana pada terdakwa selama 1 Tahun di penjara.
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Hakim menimbang dalam berdasarkan pasal 310 huruf 4 adalah empat tahun penjara,
karena kronologi kejadian yang dialami terdakwa belum pernah di hukum dan sebagai
supir bus yang cukup senior tidak memberikan contoh yang baik kepada sopir-sopir yang
lain, maka dari itu, Adapun majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum
mengenai waktu pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa. Sehingga, masa penahannya
akan di kurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan yaitu satu tahun penjara.

Hakim menimbang dalam berdasarkan pasal 310 ayat 1 adalah kelalaian, karena
kronologi kejadian karena kelalaiannya menakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat
kepada kerusakan barang, maka dari itu, majelis hakim mengambil seluruh pertimbangan
dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana. Sehingga terdakwa atas kesalahannya itu
terdakwa harus dipidana.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terseut dapat berupa sanksi pidana
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia No. 22 tahun 2009, pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22
Tahun 2009. Dari pasal yang di gunakan hakim yaitu pasal 310 ayat (1) menyatakan
mengacu pada ketentuan beberapa perundangan-undangan diatas, akhirnya penelitian
sepakat dengan putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhdap terdakwa, karena
bahwa pelaku harus diberikan hukuman 1 tahun dan sudah memberikan bantuan dan
sudah berdamai, jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kasus diatas,
maka pejatuhan pidana masih dikategorikan sebagai tidak pidana ringan, dari tuntutan
Jaksa Penuntut Umum (JPU), seharusnya dijatuhi hukuman 6 tahun, dikarenakan
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sesuai dengan pasal yang di ajukan oleh (JPU).

Dalam penentuan berat dan ringan hukuman pidana yang diberikan kepada
terdakwa, Undang-Undang memberi suatu hak atas pemberian kebebasan putusan pada
hakim agar kasih hukuman pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang sudah
ada dalam pasal pidana yang bersangkutan. Tetapi, hal itu bisa melihat pertimbangan
sesuai fakta yang ditemukan pada pengadilan, sehingga menciptakan sebuah keadilan.

Selain itu, hakim juga dapat memperhatikan unsur kepastian hukum merupakan
perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain. Dikarenakan hukum
sudah dianggap pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Unsur
kemanfaatan hukum sendiri mempunyai makna hukum diberikan dan dibuat untuk
seorang siapapun itu, maka harus memberi kemanfaatan yang besar untuk seseorang,
sedangkan unsur keadilan ialah suatu yang paling penting dalam hukum itu sendiri.

Analisa yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini terkait putusan nomor
251/Pid.Sus/2015/PN.Sda. oleh hakim pengadilan Negri Sidoarjo menimbang hal-hal
sebagai berikut:

1. Terdakwa telah terbukti bersalah sedang dimuka persidangan tidak diketemukan
alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban
pidana diri terdakwa atas kecelakaan yang diakibatkan hingga menghilangkan
nyawa seseorang. Maka atas kesalahannya itu terdakwa harus dipidana sesuai
pelanggaran pasal 310 UULLA]J.

2. Namun pelanggaran tersebut adalah pelanggaran pertama terdakwa dan
terdakwa dengan sukarela (tanpa ada paksaan) telah memberikan bantuan
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kepada para korban dan keluarga korban, juga telah ada perdamaian diantara
merekaa.

3. Meski telah mengganti rugi secara materi dan berdamai dengan korban maupun
keluarga korban, terdakwa tidak dapat mengganti nyawa yang hilang akibat
kecelakaan yang diakibatkan. Maka pidana selama 1 tahun sudah sepantasnya
diputuskan, mengingat terdakwa yang merupakan kepala keluarga juga perlu
menafkahi keluarga namun keluarga, meski demikian tiada pemaafan atas
kelalainya hingga menghilangkan nyawa seseorang atas kelalainya hingga
menghilangkan nyawa seseorang. Maka sudah sepatutnya tututan penuntut
umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pidana terdakwa ditolak oleh
hakim, sehingga masa penahannya kurang seluruhnya dengan pidana yang
dijatuhkan yaitu satu tahun penjara.

Dalam ketiga alasan diatas, penelitian setuju dengan putusan hakim yang menimbang
dalam berdasarkan pasal 310 ayat 1 adalah satu tahun penjara, karena kronologi
kejadianyang dialami terdakwa belum pernah dihukum, berkelakuan baik dan dengan
sukarela menganti kerugian korban dan keluarga korban, apabila terdakwa merupakan
kepala keluarga, meski demikian tiada pemaafan atas kelalainya hingga menghilangkan
nyawa seseorang. Maka sudah sepatutnya tututan penuntut umum mengenai lamanya
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ditolak oleh hakim, sehingga masa penahannya
dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan yaitu satu tahun penjara.

Simpulan

Dalam keputusan tersebut membahas bahwa Kadori menyebabkan kecelakaan mobil
diBayy Pas krian yang menyebabkan matinya orang. Dari situ, menyatakan terdakwa
kadori tersebut telah terbukti secara sah dan bersalah melanggar tindak pidana, dan
menjatuhakan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun, berdasarkan pasal 310 ayat
1, dan pasal 310 huruf 4 UULLAJ. Maka peneliti sepakat dengan putusan hakim yang
menjatuhkan sanksi 1 tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan pada selain terdakwa
belum peranah dihukum terdakwa beritikad baik dengan sukarela mengganti kerugian
korban dan keluarga korban, mengingat terdakwa sebagai kepala keluarga.
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